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Abstrak

~ Penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 11 Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi Dalam Perkara Tindak Pidana Suap (Studi Putusan Nomor
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)", bertujuan untuk mengetahui apakah
penerapan Pasal |1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat apabila
diterapkan didalan perkara Tindak Pidana Suap.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perUndang-Undangan (Stute Approach) yaitu penelitian
yang mengacu kepada Undnag-Undang, Kasus yang ditelaah didalam penelitian
ini kasus adalah korupsi yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara, Jaksa Dr.
Pinangki Sima Malasari, S.H., MH. Kasus ini telah mendapatkan kekuatan
hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKL

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kriteria tindak pidana
gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian berupa uang, hadiah,
tiket, maupun fasilitas gratis secara cuma-cuma ataupun janji yang memiliki
keterkaitan dengan hubungan pekerjaan atau atau kedudukan Pejabat atau
Pegawai Negeri dengan pemberi. Sedangkan kriteria tindak pidana suap
menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 adalah mempengaruhi orang lain untuk memutar balikan
kebenaran sesuai dengan apa yang pemberi suap inginkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Suap, Tindak Pidana Gratifikasi,
Aparatur Sipil Negara
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Abstract

The research, entitle

‘ J “Application of Article 11 of the Corruption ( 'rime Act
in the Case of the |

s : Crime of Bribery (Study of Decision Number | 0'PID.SUS-
IPK ‘"? FPTDK1)", aims to determine whether the application of Article 1 !
()f.fh(' ( Urr“p”()" [,("4' s uppr(),)nu“v when uppluﬁd n ]h(_{ case U/ ’h(’ (rime
of Bribery,

The research method used is normative legal research with a statutory

approach (Stute Approach), namely research that refers to the Law. The case
studied in this Study is the case of corruption experienced by the State Civil
Apparatus, Prosecutor Dy. l’inangki Sirna Malasari, S.H., M.H. This case has
obtained permanen legal force with the Corruption Court Decision at the
Jakarta High Coury Number: 10/'PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Based on the results of the study, it can be concluded that the criteria for
criminal acts of gratification according to Law Number 31 of 1999 concerning
the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20
of 2001 are gwving in the form of money, gifis, tickets, or free facilities. promises
that are related to the employment relationship or position of the Official or
Cavil Servant with the giver. Meanwhile, the criteria for the crime of bribery
according to Law Number 3] of 1999 concerning the Eradication of Criminal
Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 is o influence other
people to twist the truth according to what the bribe giver wants.

Keywords: Crime of Bribery, Crime of Gratification, State Civil Apparatus
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